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ABSTRAK

DA FARIDA (06420026)

ANALISIS PENGEMNAAN SANKSI ADMINISTRASTI BERUPA DENDA PASAL 7
UU KUP NO. 27 TAHUN 2008 TERHADAP WP YANG TIDAK MENYAMPAIKAN
SPT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

xii+ 75 hal ; lampiran ; dafiar riwayat hidup '

Katz Kuncn : Sanksi Adminisirasi berupa Denda sebagai zlat agar WP mematuhi
kewajiban dalam perpajakan dan dalam penyampaian SPT iepat waktu.

Alasan & Tujuan Penelitian : Untuk menganalisis apakab dengan adanya sanksi
administrasi berupa denda WP pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung dapat mematuhi
kewajibannya dalam perpajakan dan menvampaikan SPT tepat waktu dan dapat
memberikan tingkat kesadaran atan ke_lemam terhadap wajib pajak Badan dan Orang
Pribadi

Metode Penelitian : Sumber daia yang d&gumﬁe;sm adalah data kualitatif deskriptif. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder dan observasi, Metode pengumpulan daia yang
digunakan adalah metodologi keperpusiakean (liwary researchj, Metodolagi . lapangan
dengan cara wawancara, observasi dan telaah daiz.

Hasil Penelitian ; Bahwa jumlah WP terdaftar untuk WP Badan dan Orang Pribadi di KPP
Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2007 s.d 30 Juni 2008 sebanyak 48609 WP,
sedangkan untuk wajib pa;ak yang tidak menyampaikan SPT adalah 34423 wajib pajak,
dan dalam hal penyampaian SPT yang tepat waktu sebanyak 14186 wajib pajak, untuk
penerbitan Surat Tagihan Pajak dari tahon 2007 sampai dengan 30 Juni 2008 untuk wajib
pajak Badan sebanyak 9454 STP dan untuk wajib pajak Orang Pribadi sebanyak 24969
STP. Dengan adanya Surat Tagiban Pajak uniuk wajib pajak yang tidak menyampaikan
dan atau adanya kekurangan dalam lampiran yang diperfukan KPP meningkat yaitu jumlah
STP yang diterbitkan oleh KPP vituk wajib pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 34423
STP menjadi 34250 SPT yang masuk Adanva peningkatan walaupun helum seratus
persen. :
Kesimpulan dan saran :

Kesimpulan : Dengan adanya sanksi administrasi éﬁcmpa denda maka WP di M’P Pratama
Jakarta Pulogadung dapat memberikan kepatuhan dalam kewajiban perpa jakan dan dalam
menyampaikan SPT tepat waktu walaupun masih sebagian WP, dan ini menjadi tugas KPP
agar WP dapat patuh dan untuk WP yang sudah patih untuk dipertahankan.

Saran : Dan penulis memberikan saran agar pada saat sebelum batas penyampaian SPT
maka KPP melakukan sosialisasi dan pényulubsn terhadap WP agar WP dapat memahami
cara pengisian SPT secara benar, lengkap dan jelas dan untuk mengingatkan WP dalam
menymnpmkan SPT tepat wakiu dan a&aﬂw btﬁku panduan yang lengkap untuk cara
pengisian SPT.

Daftar Pustaka : 14 sumber

Dosen Pembimbing : Muhammad Masdar, SE_ AL
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Assalam’ alaikum Wr.Wh.
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disusun untuk memenuhi syarat guna mencapai g@?ar sarjana ekonomi jurusan akuntansi
di Universitas Darma Persada, Jakarta. :ﬁi.krip&i ini  berjudul  “ANALISIS
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ;%%EEMJ?A DENDA PASAL 7 UU KUP
N, 28 TAHUN 20607 TERHADAP WP ym & TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
DALAM  RANGKA MENING}{ATKM' KEPATUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG”.

Dalam kesempatan ini, pwenuiié ingin mémymﬁpaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yan;g,% telah banyak membanta baik secara
langsung, moril maupun materil, selama §mﬂm§§$ kwﬁah kurang lebih empat tahun dan
sampai menvelesaikan proses penulisan gkﬁp‘éi mi. Ucapan terima kasih ini penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan sebagal peng,&malaﬂ pancasila diarahkan agar
negara dan bangsa mempu membiayai pemhmaguémaﬂ nasional dari sumber dalam
negri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapat tinggt
dan menengah, sesuai dengan sila kelima dari pmﬁamila vaitu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia serta lmtuk maﬁmdommg perneraiaan pembangunan
nasional dalam rangka memperkok@h ketahanan nasional menuju kepada
kemandirian bangsa.

Untuk mencapai fujuan tersebut diperlukan dana atau biaya dan pajak
merupakan sumber keuangan utama lxgmk mcmcapm injuan tadi. Pajak sebagai
sumber pendapatan negara yang pen‘?:ing diﬁ.zngkﬂtkml peranannya, terutama
pajak langsung seperii pajak penghasiian p&mmfmagmx, secara bertahap sesvai
dengan kemampuan masyarakat dan dirasakan aﬁﬂ agar mampu meningkatkan
sikap disiplin masyarakat khususnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
dan mampu menunjang kegiatan pembangunan.

Hal yang cukup pasti adalah pajak jelas ﬁmmpakan sebuah kewajiban.
Pajak memiliki sifat memaksa dan konstitusi rﬁaraegaskmmya. Adapun pajak
mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya,

di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan



negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk  pengeluaran
pembangunan.

Pajak itu sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang sehingga dapat dipaksakan dengen tiada mendapat balas jasa secara
langsung. Pajak dipungut penguasa berdasw:k&n norma-norma hukwm untuk
menutup biaya produksi barang~bafang dan éjasa ‘olektif untuk mencapat
kesejahteraan umum. |

Dengan demikian, tanpa adanya. partisipasi akiil, peran serta dan disiplin
dari seluruh rakyat Indonesia maka pembangumm nasional tidak akan tercapai
dengan baik. |

Partisipasif masyarakat sangat merunjang keberhasilan pembangunan.
Partisipasif masyarakat tersebut ;mempakzﬁz salah Sé;_lfll unsur  dalam
pembangunan. Oleh karena pembangunan memﬁ:r}ukwx dana yang sangat besar,
maka dana itu menjadi tanggung j:@.wab bersama antara pemerintah dengan
masyarakat. Salah satu nyata dari part;isipaz;i dalam pembangunan adalah dengan
memenuhi kewajiban membayar paj ak

Pajak merupakan realisasi bakti maﬁyma}aa’é kepaca pemerintah dalam hidup
bersama, mengandung sifat kegotong rovongan dan kekeluargaan yang juga
terdapat dalam pancasila. Pajak sébagai sarana utama daiam pembiayaan
pembangunan untuk melaksanakan tugas; negara (membangun perckoncmian
dan kesejahteraan masyarakat).

Tetapi di negara berkembang sikép disiplin terhacap membayar pajak masih

kurang dan pada uummya belum memiliki catatan statistik keuangan secara



lengkap seperti halnya negara maju, schingga kemungkinan adanya
penghindaran diri dari pajak relatif besar. Selain itu juga adanva sikap wajib
pajak yang masih agak tertumup dan sering kali undang-undang pajak
penghasilan dapat dibatalkan karena pengarul: terteniu,

Oleh scbab itu inilah tugas dari kantor pelayansn pajak untuk melayani
penyuluhan atas kesadaran pembayaran pajak. Disamping itu dalam
penyampaian dan pelaporan Surat Pemberiizhuan yang dilakukan untuk
meningkatkan penerimaan pajak. Kantor pelayanan pajak memberikan sanksi
administrasi berupa denda untuk Wajib Pajak v;ng tidak melakukan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan telat dalam peny;mapaian Surat Pemberitahuan.

Dengan memberikan sanksi berupa dendi yaitu sebagai upaya untuk iertib
administrasi perpajakan dm; dapat memberikan kepatuban wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan baik Masa (Bulanan)
atae Tahunan. Yaitu sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambaban Nilai Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah)
untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah)
untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak P‘enghasi}m Wajib Pajak Badan, Rp
100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk Surar Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Seperti halnya keadaan di wilayan Jakarta Timug vaitu di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung dalam hal penyampaian SPT dari

tahun 2007 sampai dengan 30 Juni 2008 yaitu sebagai berikut :



Tabel 1.1

Jamlah SPT PPh yang disampaikan

Wajib Pajzk Badan danr Orang Pribadi
Tahua 2007 s.d 3¢ Juni 2008

KPP Pratama Jakarta ?ulﬁgadung

WP WP SPT PPh yang
masuk
Jenis WP Terdaftar Efelif
Badan 12,689 11,960 2,506
Orang Pribadi 35,9240 35,219 10,250
Jumlszh 48,60 47,179 12,756

Tabel 1.2

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 2008

Klasifikasi SPT. yang diterima oleh
KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Jenis SPT WP Badan WP Orang Pribadi
Kurang Bayar 1,180 1,374
Lebih bayar 33 84
Nihil 1,293 8,792
Jumiah 2,506 10,250

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pulogadung




Tabel 1.3

Penerbitan Surat Tagihan Pajak WP Badan & OP

Tahun 2007 s.d 2@&)3

KPP Pratama Jakarta Pulﬂgﬂsdung

Jenis wp SPT yang STP yang
wP Efektif | sampai di KPP ~ Diterbitkan
¢y ) ()
(1-2
Badan 11,960 2,506 9,454
Orang 35,219 10,250 24,969
Pribadi

Jika kita libat data diatas maka untuk k.epaétimham penyampaian SPT PPh di
KPP Pratama Jakarta Pulogadung masih fefda.g)ﬁ;?: wajib pajak badan yang belum
menyampaikan SPT PPh. Hal iersebut: dapat kﬁa lthat dari rendahnya presentasi
rata-rata penerimaan dari SPT yang aiﬁanzpﬂikén dibandingkan dengan jumlah
Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2007 s5.d 30 Juni 2008, yaitu sebesar
20.95% dari jumlah SPT yang disampaikan oich wajib pajak sebesar 2506
dengan klasifikasi SPT Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Nihil dibandingkan
dengan jumiah Wajib Pajak yang efektif seb«:%szsf 11960. Hal seperti ini bisa
terjadi karena wajib pajak badan beh?xm memiiiiki sérﬁﬁkﬂt, Laba/income yang

didapat belum tetap sehingga Wajib pajak badan masih sebagian belum

menyampaikan SPT.

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 2008




Sedangkan untuk wajib pajak Orang Pribadi juga masih terdapat wajib
pajak yang belum menyampaikar: SP“If FPh seperti kita lihat tabel diatas bahwa
untuk wajib pajak yang efektif Orang Pribadi sebesar 35219 sedengkan untuk
SPT yang masuk ke KPP hanya 102.5:0 dengan :R‘E:asiﬁkasi SPT Kurang Bayar,
Lebih Bayar dan Nihil. Wajib pajak Orang Pribadi scbagian masih ada yang
belum memahami dalam penyampaian SPT dan kurangnya kesadaran untuk
memenuhi kewajiban perpajakan.

Berkaitan dengan latar belakang maaalah diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul ;“ANAm&fSiS PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA DENDA PASAL 7 UU KUP NO. 28 TAHUN
2007 TERHADAP WAIJIB }’AJAK YAM G TIDAK MENYAMPAIKAN
SPT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN KEWAJT{”BAN;
PERPAJAKAN PADA KPP PRAT;%MA JA}%;&R’E‘A PULOGADUNG".

1.2 Identifikasi Masalah |
Dari uraian latar belakang masz!alah vang txflah dikemukakan di atas maka
permasalahannya dapat diidentifikasi s%ebagai berikut :
1 Bagaimana pengenaan sanksi admin%istraﬁi bmlpa denda terhadap wajib pajalg
yang tidak menyampaikan SPT pad;a KPP Pratama Jakaria Pulogadung?
2 Bagaimana pengenaan sanksi administrast b%:mpa denda pasal 7 UU No. 28
Tahun 2007 pada KPP Pratama Jakéﬂa Pulegadung? |
3. Bagaimana peninjauvan kepatuhan ;wajib pajak dalam hal penyampaian SPT

pada KPP Pratama Jakaria Pulogadﬁn g?



4. Bagaimana kondisi wajib pajak setelah adanya sanksi administrasi berupa
denda pasal 7 UU KUP Mo. 28 Tabun 2008 pada KPP Pratama Jakarta
Pulogadung? |

5. Bagaimana KPP Pratama lakarta Pulogadung mengatasi wajib pajak yang
tidak menyampaikan SPT tepat waktu?

1.3  Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang ada di atas ternyata masalah-masalah tersebut
menyangkut aspek dimensi, faktor-faktor permasalahan yang luas dan komplek
sifatnya. Karena adanya keterbatasan wakta dalam perelitian vang diperlukan
untuk memecahkan keseluruhan masalah terscbut, maka penulis membatasi

masalah yang diteliti yaitu pengenaaﬁ sanksi 35111in§3‘é“msi berupa Denda pasal 7

UU KUP No.28 tahun 2007 tahun pajak 2&(}8 dan pengaruh kepada kepatuhan

wajib pajak setelah adanya sanksi adminisirast berupa denda pasal 7 UU KUP.

1.4  Perumusan Masalah

Berdasarkan idemtifikasi dan pembetasan masalah di alas, maka
permasalahan dalam skripsi ini dapat :dirwm;sk@ sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksansan pengenaan sunksi administrasi berupa denda
terhadap wajib pajak yang tidak m&myzm?paikan SPT pada KPP Pratama
Jakarta Pulogadung?

2. Apakah pengenaan sanksi berupa denda terhadap wajib pajak yang tidak
menyampaikan SPT telah sesuai dengan pasal 7 UU KUP No. 28 ialun

2007 pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?



Apakah pengenaan sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU KUP No.

L

28 Tahun 2007 terhadap wajib pajak yarg tidak menyampaikan SPT dapat
meningkatkan kepatuhan W'l_]ib pajak pada KPP Pratama Jakarla
Pulogadung?

1.5  Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa
denda terhadap waiib pajak vang tidgga.ﬁa menvampaikan SPT pada KPP
Pratama Jakarta Pulogadung.

2. Untuk mengevaluasi proses sanksi administrasi berupa denda apakah
sudah sesuai dengan UU KUP No. 28 tahun 2007 pada KPP Pratama
Jakarta Pulogadung.

3. Untuk menganalisis pengenaan samksi administrasi berupa denda
pasal 7 UU KUP No. 28 Tabun 208? erhadap wajib pajak yang tidak
menyampaikan SPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada
KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

1.6  Manfaat Penelitian
Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut
1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini bermanfaat menambah serta meningkatkan
wawasan dan pengetahﬁan bagi pfenulis., schingga dapat membantu
penulis untuk memperoleh garabaran yang lebih luas dan jelas

mengenai pelaksanaan: pengenaan sanksi administrasi berupa



Denda pasal 7 UU KUP No.28 tahun 2007 terhadap wajib pajak
khususnya di KPP Pratama J akarmf Pulogadung.

2. Bagi Kantor Perpajakan
Hasil penelitian im1 dapat dihaﬁlmpkmn dan dijadikan sebagai
masukan dalam kaitamya dm‘sgan menganalisis  pelaksanaan
pengenaan sanksi adm%nistrasi bgﬁmpm denda Pasal 7 UU KUP
No.28 tahun 2007 guna ﬁmningkmkan kesadaran wajib pajak dalam
menyampaikan SPT pada K¥P P‘m‘i:;ima Takarta Pulogadung,.

3. Bagi pembaca |
Penelitian i diharapkan dapat émenjadi referensi dalam kajian
pelaksanaan pengenaan sanksi ac;iminzi_strasi berupa denda pasal 7
UU KUP No. 28 tahun 2007 terhadap wajib pajak dan dapat
dijadikan sebagai bahan p&rt‘fmﬁbungan penclitian lebih lanjut
berkaitan dengan permasalar: ini, -

1.7  Kerangka Pemikiran . .

Wajib pajak baik itn Wajib Pajak E&«ﬁmx maupun Wajib Pajak Orang
Pribadi yang sudah termasuk dalam Fengmsaﬁ%mi Kena Pajak (PKP) berkewajiban
mendaftarkan diri ke kantor pelayanan p-gﬁjak sztempat guna memenﬁhi
kewajiban dalam perpajakan.

Setelah Wajib Pajak mendafiar maka “&&%&ajib Pajak mempunyai kewajiban
dalam pemenuhan perpajakan sepert;'l dalam ‘pén}!ampaiall Surat Pemberitahuan
baik itn Masa maupun Tahunan setiap tahuin pejeknya guna memperlancar

ketentuan perpajakan dan dalam pembangunen negata.
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Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan harus tepat waktu sesuai yang
ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, jika wajib pajak terlambat lapor atau
tidak lapor maka kantor pelayanan pa}ak ckan memberikan sanksi adminisirasi
berupa Denda pasal 7 KUP UU No. ZS tahuan Zi}é)?.

Dengan adanya sanksi berupa Denda ini diharapkan Wajib Pajak dapat
mematubi perpajakan dan mempunya:i rasa k‘ﬁ@adﬁf&ﬂ) didalam perpajakan tiap
tahun pajaknya, guna memperlancar gf:mhangmmn negara. Wajib Pajak Orang
Pribadi maupun Wajib Pajak Badan bésamys@. c;;iﬁ::mia sudah ditetapkan dan sesuai
dengan jenis pajaknya nxa.sing~masing, walaupun terlambat sate hari dihitung
satu bulan kecualt hari libur. |

Pemerintah atau Fiskus Pajakrmel::aku&:em ini dengan tujuan agar Wajib
Pajak baik Orang pribadi maupun Bz:ada.n da;m:t menaati dan adanya sikap jera
untuk Wajib Pajak yang benar-"%‘:)e‘naf lala: b:azif&;: vang disengaja maupun tidak,
agar dapat tercapai iujuan pemezin‘taﬁ dan neg;im yaitu menjadikan rmasyarakat
yang adil dan makmur.

Aparat Pajak senantiasa mela}kukan kualitas pelayanan dengan tujuan
agar dapat meningkatkan kepuasan dan k@‘patuhan Wajib Pajak. Upaya
peningkatan kualitas pelayanan daﬁat i:iiiaméa%mn dengan cara peningkatan
kualitas dan kemampuan icknis pegéwai daﬂmin bidang perpajakan, perbaikan
infrastruktur seperti perluasan tcmpzéat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan
sistem informasi dan tekhnologi untuk dapa: memberikan kemudahan kepada

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpaj ékmmya.
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Gambar 1.1
Gambarar:

Kerangka Berpikir -

Wajib Pajak Terdafiar

|

Kewajiban Peiaporin

Surat Pemberitahuan (SPT)

¥

i
R — |
| | :
i t ) . y
E Lapor I* Tidak Lapor atau Terlambal
! : '
b i

CSanksi Administrasi berupa Denda

Pasat 7 K1 ULl No.28 tahun 2007

-Upaya KI'F terhadap Wajib Pajak

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak

Untuk penyampaian SPT

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2009) yang dictal penulis
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1.8  Metode Penelitian
1. Jenis Data
Dalam hal penulisan skripsi ini jenis data yang diperoleh dalam
penelitian adalah data sekunder yeitu berupa data yang diperoleh darl
dokumen kantor perpajakan lengsung, struktur organisasi, dan
gambaran urum Kantor Pela}:ranan Pzgia_k Pratzma Jakarta Pulogaduang.
2. Tekhnik Pengumpulan Data
Di dalam pengumpulan - date dan infermasi uatmk  keperluan
penyusunan skripsi ini, penulis mengguiiakan metode penelitian sebagai
berikut :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Kesearch)
Adalah pienel.itiem yang ‘dilakukan uniux memperoleh data-daia
melalui studi literatur, teruiama yang erat kaitannya dengan pokok
bahasan pada skripsi. Peﬁeliﬁm& kepustakaan yang peneliti Jakukan
adalah bertujvan untnk. memperoleh  informasi tambahan dan
relevan.
2. Penelitian Lapangan (ﬁe!& Research)
Adalah proses pengumpulan daia vang d:lakukan melalui tinjanan
secara langsung pada objek yang mézﬂej?adi sasaran penelitian. Uniuk
memperoleh data-data yang d%p@rh.ikan dalam penelitian ini antara

lain :
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a. Mengadakan interview atau lanye jawab secara langsung dengan
pegawai dilingkungen KPP Prama Jakarie Pulogadung yang
berkompe:ien dalam hal ini.

b. Mengadakan observasi secara langsung kepada objek yang
meniadi sasaran penelitian, untuk wengeiahul bagaimana cara
pengenaad sanksi administrast bemipa denda pasal 7 UU KUP
Mo, 28 twhun 2007 kepada wajib pajak vang  tidak
menyanpaikan SPT pada KPP Praiama Jakarta Pulogadung.

¢. Telaah yang sudah ada dikantor perpajakan uniuk digunakan
sebagai penclitian dart permass lahary penulis ind.

3. Metode Analisis DQata

1. Analisis Kualitatif Deskriptif

Analisis  Kualitatif  deskriptif adaiah metode  analisis  yang
menjelaskan hasil penelitian ini dal;}m bentuk uraian (naratif).
Analisis ini dilakukan agar hasii ;m:hc]itian dapat lebih mudah

dibaca dan dipahami oleh pembaca.
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1.9 Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran yang sistemais. dan mudah dipahami
maka penulis membagi isi keseluruhan sia;:ripz«;i_: i menjadi 5 bab vang saling
berhubungan satu dengan yang iainﬁya. Secara singkat perincian bab dapat
diuraikan sebagai berikut : |
BABI : PENDAHULUAN
Merupakan bab pcndahuluan; dimane penulis mengungkapkan alasan
pemilihan judul yang merupakan latar belakeng penulisan skripsi ini,
identifikasi masalah, pembataés&n ﬁ‘nzméah, perumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian, kera;ngka pemikiran, metode penelitian serta
sistematik pembahasan. .
BAB I1 : LANDASAN TEORI
Dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa landasan teori vang
relevan dengan pembahasan judul, dimama perulis menguraikan tentang
pengertian sanksi administ:rasi berupa cﬁ_tmda sacara umum untuk Wajib
Pajak.
BAB 111 : OBJEK PENELITIAN
Dalam bab ini penulis melakukar pe.nﬁ"ekatan terhadap kantor
perpajakan secara lzmgsung, dimana penulis menguraikan secara
singkat sejarah dan perkembanng 'ﬁﬁda kantor perpajakan secara
umum, struktur organisasi kéantor a&:pé:;sjakmzw dan bidang usaha kantor

perpajakan.
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan mengmai hasil dari penelitian yang meliputi
Sanksi berupa Denda pasal 7 ULl KUP No. 28 Tahun 2007 yang
diberikan kepada Waib ?ajak vang tidak menyampatkan Surat
Pemberitahuan dan apakah dapat ﬁmmberi.kau kepatuhan  dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan SPT.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Merapakan kesimpulan dari pembahasan  serta mengemukakan
beberapa saran-saran yang dapat bermmanfaat bagi kantor pelayanan
pajak (KPP) Praiama Jakarta Pulogadung dan juga bagi penulis

sendiri.



